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Abstract 

Notary Protocol is a collection of documents that constitute State Archives that 

must be stored and maintained by Notaries in accordance with the provisions of 

laws and regulations. Based on Article 15 paragraph (1), Article 16 paragraph 

(1) letter b, Article 58, Article 59, and Article 63 UUJN/UUJN-P, Notaries are 

responsible for storing deeds and Notary Protocols throughout their term of 

office and will be continued by other Notaries or their successors. The 

formulation of the problem in this thesis is how the UUJN regulates the protocol 

of a notary who has died and has not been submitted by the heirs, what are the 

legal consequences of not submitting the notary protocol belonging to a deceased 

notary by the party obliged to submit the notary protocol, what are the legal 

remedies for those interested in the consequences of not submitting the notary 

protocol belonging to a deceased notary. The research was conducted using 

legal research, namely normative juridical which is descriptive analytical in 

nature, which is research that aims to describe a condition or symptom or to 

determine whether or not there is a relationship between one symptom and 

another. The data collection technique used is a literature study. The results of 

the research and discussion show that the regulation regarding the notary 

protocol belonging to a deceased notary based on the Notary Law is regulated 

in Article 35, Article 62, Article 63 of the UUJN and Article 39 of 

Permenkumham Number 19 of 2019. The legal consequences of not submitting 

the notary protocol of the deceased by the party obliged to submit the notary 

protocol, cause the deed, copy of the deed or deed extract cannot be given, shown 

or notified to the public who are directly interested in the deed, heirs or people 

who obtain rights, then proof of the truth of the authentic deed made by the notary 

concerned will experience difficulties in the judicial process. Legal remedies for 

those interested in the consequences of not submitting the notary protocol 

belonging to the deceased notary have not been expressly regulated in the laws 

and regulations, so that the efforts that can be made are that the heirs can be 

sued through civil and/or criminal lawsuits in court. If it turns out that the 

document in question is proven to cause losses or is proven to violate criminal 

law such as embezzlement, the court can impose civil or criminal sanctions. 
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Abstrak  

 

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan Arsip Negara yang harus disimpan dan 

dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 15 ayat 

(1), Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 63 UUJN/UUJN-P, Notaris bertanggung jawab 

menyimpan akta dan Protokol Notaris sepanjang hayat jabatannya dan akan diteruskan oleh Notaris lain atau 
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penggantinya. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan UUJN mengenai protokol 

notraris  yang telah meninggal dunia dan tidak diserahkan ahli waris, bagaimana akibat hukum atas tidak 

diserahkannya protokol notaris milik notaris yang telah meninggal dunia oleh pihak yang berkewajiban 

menyerahkan protokol notaris, bagaimana upaya hukum bagi yang berkepentingan terhadap akibat tidak 

diserahkannya protokol notaris milik notaris yang telah meninggal dunia.Penelitian dilakukan menggunakan 

penelitian hukum, yaitu yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis merupakan penelitian yang 

bertujuan menggambarkan suatu keadaan atau gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara 

suatu gejala dengan gejala lain. Teknik pengumpulan data digunakan adalah studi kepustakaan.Hasil 

penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pengaturan mengenai protokol notaris milik notaris yang 

telah meninggal dunia berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris diatur dalam Pasal 35, Pasal 62, Pasal 

63 UUJN dan Pasal 39 Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019. Akibat hukum tidak diserahkannya protokol 

notaris yang telah meninggal dunia oleh pihak yang berkewajiban menyerahkan protokol notaris, 

menyebabkan grose akta, salinan akta atau kutipan akta tidak dapat diberikan, diperlihatkan atau 

diberitahukan kepada masyarakat yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris atau orang yang 

memperoleh hak, maka pembuktian kebenaran akta autentik yang dibuat oleh notaris yang bersangkutan 

akan mengalami kesulitan dalam proses peradilan. Upaya hukum bagi yang berkepentingan terhadap akibat 

tidak diserahkannya protokol notaris milik notaris yang telah meninggal dunia belum diatur dalam peraturan 

perundang-undangan secara tegas, sehingga upaya upaya yang dapat dilakukan adalah ahli waris dapat 

digugat melalui gugatan perdata dan/atau pidana di pengadilan. Apabila ternyata dokumen yang dimaksud 

terbukti menimbulkan kerugian ataupun terbukti melanggar hukum pidana seperti penggelapan, maka 

pengadilan dapat memberikan sanksi perdata maupun pidana.  

 

Kata Kunci : Akibat Hukum, Protokol Notaris, Meninggal Dunia 

 

PENDAHULUAN 

Berdasarkan peraturan yang telah disediakan oleh pemerintah maka diketahui bahwa timbul 

pihak-pihak yang memiliki kewajiban setelah meninggalnya seorang notaris terkait serah terima 

dan penyimpanan protokol notaris milik notaris yang telah meninggal dunia tersebut disesuaikan 

dengan beberapa kondisi yang ditentukan oleh Peraturan Jabatan Notaris. Pada Prakteknya, ternyata 

ditemukan beberapa kendala yang menyebabkan serah terima ini tidak terjadi sebagaimana 

seharusnya. Kendala yang dapat terjadi yaitu seperti ahli waris tidak tahu menahu mengenai 

kewajiban ahli waris untuk melaporkan kematian notaris tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah 

sehingga Majelis Pengawas Daerah belum dapat mengambil tindakan karena belum mendapatkan 

laporan( Wahyu Dkk, op.cit., h. 312  ). Namun, hal tersebut juga tidak bisa terlepas dari peran dan 

tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah sebagaimana telah dijelaskan, sehingga demikian 

sebaliknya bisa saja kendala terjadi apabila Majelis Pengawas Daerah tidak melaksanakan tanggung 

jawabnya tersebut. 

Notaris berkewajiban secara langsung terhadap protokol Notaris tetapi pada kenyataannya yang 

terjadi di masyarakat saat ini adalah tidak seluruhnya Notaris tersebut bisa memahami prosedur 

penyerahan protokol Notaris apalagi ahli warisnya dalam proses melaksanakan kewajibannya 

menyerahkan protokol Notaris yang telah meninggal dunia kepada Notaris yang telah ditunjuk oleh 

Majelis Pengawas Daerah. Secara tidak langsung dapat berakibat fatal bahkan dapat menimbulkan 

kerugian material yang sangat besar terhadap masyarakat yang akan atau masih membutuhkan akta yang 

terdapat di dalam protokol Notaris tersebut untuk keperluan kepastian hukumnya. 

Protokol Notaris yang belum diserahkan oleh ahli warisnya kepada Notaris yang lain dalam hal 

ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum disini diartikan 

luas yaitu suatu perbuatan yang tidak saja melanggar undang-undang tetapi juga melanggar kepatutan, 

kesusilaan atau hak orang lain dan menimbulkan kerugian( Salim, 2019).  
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UUJN telah memberikan peraturan tentang hal yang seharusnya dilakukan, namun bagi 

masyarakat awam yang dalam hal ini bisa saja menjadi ahli waris notaris meninggal dunia perlu 

untuk mengetahui secara lebih spesifik bagaimana prosedur sebenarnya pada lapangan dan perlu 

mengetahui akibat hukum apa yang dapat timbul sebagai akibat tidak diserahkannya protokol 

notaris bagi berbagai pihak. Perlunya penelitian secara langsung kepada Majelis Pengawas Daerah 

sebagai pihak yang berwenang memberi informasi tentang bagaimana keselarasan antara prosedur 

hukum dan pelaksanaannya pada lapangan, sehingga seluruh pihak dapat teredukasi dan dapat 

mengantisipasi setiap kendala yang memungkinkan untuk terjadi.  

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normative, Penelitian ini bersifat 

deskriptif analisis,  Penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu hukum normative, Teknik 

pengumpulan data yang di gunakan untuk memperoleh data sekunder adalah dengan cara studi 

kepustakaan. Analisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif, 

penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif . 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Pengaturan Uujn Mengenai Protokol Notraris  Yang Telah Meninggal Dunia Dan Tidak 

Diserahkan Ahli Waris 

Pasal 39 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 

19 Tahun 2019 dijelaskan bahwa apabila notaris berhenti karena meninggal dunia dalam masa 

menjalankan jabatannya, maka ahli waris harus memberitahukan kepada Majelis Pengawas 

Daerah (MPD) secara manual atau elektronik dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung 

sejak notaris notaris meninggal dunia. 

Apabila notaris yang meninggal tersebut tidak memiliki ahli waris maka pemberitahuan 

dilakukakan oleh karyawan Notaris. Adapun dokumen pendukung yang perlu dilampirkan 

adalah sebagai berikut :  

a. Fotokopi keputusan pengangkatan atau perpindahan yang telah dilegalisasi  

b. Fotokopi kutipan akta kematian atau surat keterangan kematian yang telah dilegalisasi  

c. Asli surat usulan penunjukan notaris lain sebagai pemegang protokol notaris atau pejabat 

sementara. 

d. Fotokopi surat keterangan ahli waris dari notaris atau pejabat yang berwenang yang telah 

dilegalisasi, dalam hal notaris yang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris( Wawancara 

dengan Anna FG).  

 Ahli waris atau karyawan notaris yang mengusulkan pejabat sementara notaris, maka 

Majelis Pengawas Daerah menunjuk Pejabat Sementara Notaris dala jangka waktu paling lama 

14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan. Sebelum dilakukannya penyerahan 

protokol notaris maka harus memastikan bahwa semua protokol notaris harus lengkap dan 

penerima notaris harus memeriksa, mengitung, jumlah akta serta data-data dan mencocokkan 

dengan yang tertera dalam Berita Acara Serah Terima Protokol Notaris. 

Adapun syarat untuk menjadi Pejabat Sementara Notaris yang diatur dalam Pasal 40 ayat 

(2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2019 yakni: 
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a. Warga Negara Indonesia (WNI)  

b. Berijazah Sarjana Hukum  

c. Telah bekerja sebagai karyawan Kantor Notaris paling singkat 24 (dua pluh empat) bulan 

berturut - turut. Dengan deisertai dokumen pendukung seperti :  

1) Fotokopi Ijazah Sarjana Hukum yang telah dilegalisasi  

2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisasi  

3) Asli surat keterangan catatan kepolisian setempat  

4) Asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit dan asli surat keterangan sehat 

rohani dari psikiater rumah sakit  

5) Pas foto berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar  

6) Daftar riwayat hidup  

7) Surat keterangan telah bekerja sebaai karyawan kantor notaris paling singkat 24 (dua puluh 

empat) bulan berturut-turut.  

Notaris penerima Protokol Notaris memiliki peranan penting dalam kehidupan 

masyarakat, sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf b dalam UUJN yakni mewajibkan semua 

notaris untuk menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris dan mewajibkan 

setiap notaris mengeluarkan grose akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta 

atas permintaan para pihak. 

Penerima protokol notaris harus berhati-hati dalam melakukan tindakan terutama data 

menyimpan protokol notaris yang diserahkan. Pada saat calon notaris mendaftarkan diri kepada 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia harus membuat dan 

menandatangani surat peryataan yang berisi bersedia menerima protokol Notaris dan Notaris lain 

jadi tidak ada alasan seorang notaris menolak penyererahan protokol notaris yang telah ditunjuk 

Majelis Pengawas Daerah (MPD)( Andriana Dkk, 2014). 

Protokol Notaris sebagai kumpulan dokumen harus selalu disimpan dan dipelihara dalam 

keadaan apapun meskipun notaris si pemilik protokol tengah cuti, pensiun, maupun meninggal 

dunia. Notaris yang telah mengakhiri atau selesai masa jabatannya tersebut memiliki tanggung 

jawab untuk menyerahkan protokol Notarisnya kepada Notaris lain sebagai pemegang dan 

penyimpan protokol agar keberlangsungan protokol Notaris tetap ada sekalipun Notaris yang 

yang bersangkutan sudah tidak lagi menjalankan jabatan sebagai Notaris wilayah jabatannya. 

Beralihnya protokol notaris ini dimaksudkan karena protokol notaris dapat dijadikan alat 

bukti yang sah dan kuat dan apabila suatu saat terdapat pihak-pihak yang pernah membuat akta 

kepada Notaris, dimana Notaris yang bersangkutan sudah tidak lagi menjabat sebagai Notaris 

ataupun karena hal-hal lainnya yang kemudian protokol Notaris tersebut telah beralih ke Notaris 

lainnya, dan pihak-pihak tersebut ingin mencari dan ditemukan dengan adanya protokol Notaris 

dari Notaris yang bersangkutan yang telah berpindah kepada Notaris lain yang ditunjuk sebagai 

pemegang dan penyimpan protokol Notaris( Wawancara dengan Marreta Besturen).  

Penunjukan Notaris sebagai penerima dan penyimpanan protokol Notaris dilakukan oleh 

Pengadilan berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang 

juga pada saat itu pengadilan berfungsi sebagai lembaga pengawas Notaris. Penunjukan Notaris 

sebagai pemegang dan penyimpan protokol Notaris wajib untuk menerima pelimpahan protokol 

tersebut karena pada awal sebelum menajalankan jabatannya. Setiap Notaris diharuskan 

membuat surat pernyataan tentang kesediaannya menampung protokol Notaris yang pindah, 
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berhenti, atau meninggal dunia. Namun sekarang dengan berlakunya UUJN beralih pula peran 

pengadilan sebagai lembaga pengawas Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang 

dalam tugasnya juga melakukan penunjukan penyerahan protokol notaris bagi notaris( 

Wawancara dengan Marzuki). 

Adanya peralihan protokol tersebut maka Notaris selaku penerima dan penyimpan 

protokol Notaris bertanggung jawab menyediakan sarana prasarana yang memadai seperti 

ruangan yang cukup dan aman serta dijauhkan dari benda-benda yang mudah meledak dan 

terbakar, menata rapi bundle-bundel minuta akta dan dokumen-dokumen lain yang merupakan 

turunanya agar memudahkan mencari minuta akta dalam bundle-bundel jika suatu saat 

membutuhkan, menyusun dokumen-dokumen protokol tersebut didalam lemari penyimpanan 

supaya tetap terjaga keutuhannya dan mengurangi risiko kerusakannya dokumen( Salim HS, 

Op.Cit, h.115). 

Pegaturan penyerahan protokol notraris  yang telah meninggal dunia dihubungkan 

dengan kepastian hukum, maka protokol notaris yang merupakan dokumen-dokumen yang 

dikumpulkan yang adalah arsip negara yang wajib untuk dijaga dan di simpan oleh seorang 

notaris sebagaimana ditentukan didalam ketentuan perundangan. Penyimpanan dokumen-

dokumen sebagai protokol notaris dimaksud tetap dilaksanakan meskipun notaris tersebut sudah 

berakhir masa jabatannya maupun juga sudah meninggal dan dalam rangka pemeliharaan 

dokumen-dokumen protokol tersebut, maka protokol akan di serahkan dari notaris pemilik 

protokol kepada notaris lainnya yang ditunjuk sebagai notaris pemegang protocol( Purwanto, 

2018). 

Penyerahan protokol notaris harus dilakukan dengan nyata dan penyerahan secara yuridis 

sehingga akan memberikan kepastian siapa yang berhak dan bertanggungjawab terhadap 

keberadaan protokol tersebut. Penyerahan protokol dalam hal Notaris meninggal dunia, 

dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh MPD dengan membuat 

berita acara penyerahan protokol. Konsekuensi yang timbul akibat penyerahan protokol Notaris 

yang melewati batas waktu terkait dengan timbulnya keraguan, ketidak pastian terkait dengan 

penyimpanan protokol Notaris, tidak adanya kepastian terkait dengan pertanggung jawaban 

terhadap terhadap kemungkinan hilang dan rusaknya protokol-protokol Notaris, dan konsekuensi 

lainnya yang timbul adalah apabila para pihak yang berkepentingan tidak dapat memperoleh 

salinan aktanya kembali ketika timbulnya perselisihan antara para pihak. 

 

2. Akibat Hukum Atas Tidak Diserahkannya Protokol Notaris Milik Notaris Yang Telah 

Meninggal Dunia Oleh Pihak Yang Berkewajiban Menyerahkan Protokol Notaris 

Ketentuan dalam Pasal 63 UUJN menimbulkan ketidakjelasan norma tentang batas waktu 

protokol Notaris dapat dilimpahkan kepada penerima protokol. Dalam ketentuan pasal ini, tidak 

jelas siapa yang bertanggung jawab mengurus Notaris yang meninggal dunia setelah batas waktu 

penyerahan, tidak ada proses pengajuan yang jelas dan tidak adanya sanksi bagi ahli waris 

Notaris yang belum/terlambat menyerahkan protokol tersebut. Berdasarkan teori kepastian 

hukum, ketentuan Pasal 63 UUJN menunjukkan ketidakjelasan dan tidak adanya pengaturan 

mengenai sanksi bagi Notaris maupun ahli warisnya apabila menyerahkan protokol lewat dari 

batas waktu. Oleh karen itu, peraturan perundang-undangan yang baik harus dapat memberikan 
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kepastian hukum agar tercipta suasana aman dan damai dalam masyarakat. Salah satu cara untuk 

menjamin kepastian hukum adalah jika ada aturan yang jelas dan konsisten. 

Dengan demikian dalam hal penyerahan protokol Notaris, ahli waris harus melakukan 

penyerahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga 

memberikan kepastian hukum kepada siapa yang berhak dan bertanggungjawab atas keberadaan 

protokol Notaris. Akibat hukum yang timbul dalam hal lewatnya batas waktu penyerahan antara 

lain timbul ketidakpastian perihal penyimpanan protokol Notaris yang telah meninggal dunia, 

kerusakan pada protokol yang mengakibatkan kerugian bagi para pihak dan ketidakpastian 

terkait dengan pertanggungjawaban atas penerbitan salinan minuta akta( Wawancara dengan 

Marreta Besturen).  

Penolakan terhadap kewajiban menerima dan menyimpan protokol notaris yang 

dilakukan oleh notaris penerima protokol notaris dapt dikategorikan sebagai perbuatan yang 

melanggar ketentuan UUJN dan Pelanggaran didalam Kode Etik Notaris. Hal tersebut diatur 

dalam Pasal 1 angka 9 yaitu: “Pelanggaran adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh 

perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan. Pelanggaran yang 

dialakukan notaris tersebut dikategorikan suatu perbuatan melawan hukum yang dalam bahasa 

Belanda disebut dengan istilah “onrechtmatige daad” atau dalam bahasa Inggris disebut dengan 

istilah “tort”. khususnya dalam bidang hukum, kata tort itu berkembang sedemikian rupa 

sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi kontrak( Munir Fuady, 

Op.Cit, h. 72.).  

Perbuatan melawan hukum oleh Notaris, tidak hanya perbuatan yang langsung melawan 

hukum melainkan juga perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan lain, dimana yang 

dimaksud peraturan lain adalah peraturan yang berada dalam lapangan kesusilaan, keagamaan 

dan sopan santun dalam masyarakat yang dilanggar( Wawancara dengan Marreta Besturen).  

Terkait dengan pelanggaran terhadap UUJN yakni berupa segala tindakan yang dilakukan 

oleh Notaris dengan sengaja melanggar segala aturan yang telah ditetapkan. Penolakan protokol 

notaris oleh seorang notaris dalam menjalankan jabatnnya dapat menimbulkan ketidakpastian 

hukum bagi para pihak yang meemiliki kepentingan terhadap protokol notaris tersebut. Melihat 

suatu akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna maka akta tersebut harus disimpan dan 

dijaga demi terciptanya kepastian hukum. Kepastian hukum menurut Van Apeldoorn 

menyatakan teori tentang kepastian hukum mengandung arti bahwa kepastian hukum merupakan 

hal yang dapat ditentukan dari hukum, terkait dengan hal-hal yang konkrit serta Kepastian 

Hukum merupakan keamanan dalam mewujudkan hukum itu sendiri( Kansil,2018). 

Notaris yang menolak menerima protokol notaris lain akan berakibat kepada 

ketidakpastian hukum terkait keberlangsungan protokol notaris bagi pihak yang berkepentingan. 

Apabila tidak terciptanya kepastian hukum terkait protokol notaris sebagai arsi Negara tersebut, 

maka dapat diartikan keberlangsungan protokol notaris tersebut dapat manimbulkan implikasi 

hukum baik terhadap MPD Notaris dan terhadap notaris yang melakukan penolakan tersebut, 

karena seorang notaris didalam Pasal 16 ayat (1) UUJN diwajibkan untuk menyimpan protokol 

notaris sebagai arsip Negara yang merupakan bagian administrasi dikantor notaris tersebut. 

Akibat hukum atas tidak diserahkannya protokol notaris milik notaris yang telah 

meninggal dunia oleh pihak yang berkewajiban menyerahkan protokol notaris, maka Notaris 

dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila menimbulkan kerugian kepada seseorang baik itu 
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berasal dari kelalaian maupun kesalahan yang disengaja olehnya. Namun, dalam hal yang 

melakukan kesalahan adalah seorang Notaris Pemberi Protokol baik yang masih hidup maupun 

yang telah meninggal dunia, Notaris Pemegang Protokol sama sekali tidak memiliki tanggung 

jawab terhadap kerugian yang diakibatkan perbuatan Notaris Pemberi Protokol tersebut. 

Notaris sebagai anggota dari perkumpulan memiliki hak untuk mendapatkan 

perlindungan dari perkumpulan, sejauh hal itu dapat dan patut diberikan berdasarkan ketentuan 

dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan serta peraturan perundang-

undangan yang berlaku, hal tersebut diatur dalam Pasal 6 Anggaran Rumah Tangga Ikatan 

Notaris Indonesia. maka Notaris pemegang protokol memiliki hak untuk memperoleh 

perlindungan dari perkumpulan apabila adanya kesalahan mengenai akta dalam protokol Notaris 

yang diterimanya, karena hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa 

Notaris pemegang protokol bukanlah sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas akta 

tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 65 UUJN. Berdasarkan hal tersebut maka 

perkumpulan juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi anggotanya, terutama dalam hal 

tindakan yang tidak dilakukan atau bukan merupakan tindakan anggota yang bersangkutan( 

Yetniwati dkk, 2021). 

 

3. Upaya Hukum  Bagi Yang Berkepentingan Terhadap Akibat Tidak Diserahkannya Protokol 

Notaris Milik Notaris Yang Telah Meninggal Dunia 

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh lembaga kenotariatan dihubungkan dengan teori 

perlindungan hukum, maka notaris sebagai anggota dari perkumpulan memiliki hak untuk 

mendapatkan perlindungan dari perkumpulan, sejauh hal itu dapat dan patut diberikan 

berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan serta 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut diatur dalam Pasal 6 Anggaran Rumah 

Tangga Ikatan Notaris Indonesia. Notaris pemegang protokol memiliki hak untuk memperoleh 

perlindungan dari perkumpulan apabila adanya kesalahan mengenai akta dalam protokol Notaris 

yang diterimanya, karena hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa 

notaris pemegang protokol bukanlah sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas akta 

tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 65 UUJN. Berdasarkan hal tersebut maka 

perkumpulan juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi anggotanya, terutama dalam hal 

tindakan yang tidak dilakukan atau bukan merupakan tindakan anggota yang bersangkutan. 

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu 

bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman (sanction( Porta, 2020)). Perlindungan 

hukum merupakan berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum 

untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan lain berbagai 

ancaman dari pihak manapun( C.S.T. Kansil, Op.Cit, h. 102). Menurut Satjito Rahardjo 

perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara 

mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka 

kepentingannya tersebut( Rahardjo, 2013). Terkait dengan perlindungan hukum bagi Notaris, 

Notaris merupakan anggota dari perkumpulan Notaris yang disebut Ikatan Notaris Indonesia. 

Ikatan Notaris Indonesia merupakan satu-satunya wadah organisasi profesi jabatan Notaris bagi 

segenap Notaris di Indonesia. 



 

 

 

 

 

 

4525 

 

JIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA 

https://jicnusantara.com/index.php/jiic  

Vol : 1 No: 9, November 2024                                       

E-ISSN : 3047-7824 

Setiap orang yang telah melakukan kegiatan dengan iktikad baik ingin agar dilindungi 

oleh hukum, sehingga merasa aman dan nyaman dalam melakukan atau mengerjakan kegiatan 

tersebut. Begitu pula halnya bagi seorang notaris yang telah menerima protokol. Apabila 

protokol telah diterima sesuai dengan prosedur yang ditentukan, lalu menyimpan protokol 

tersebut dengan cara yang baik dan aman, dan menjaga pula kerahasiaan akta tersebut, maka 

semestinya notaris demikian itu mendapatkan perlindungan hukum( Yetniwati Dkk, 2021). 

Notaris sebagai anggota dari perkumpulan memiliki hak untuk mendapatkan 

perlindungan dari perkumpulan, sejauh hal itu dapat dan patut diberikan berdasarkan ketentuan 

dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan serta peraturan perundang-

undangan yang berlaku, hal tersebut diatur dalam Pasal 6 Anggaran Rumah Tangga Ikatan 

Notaris Indonesia. Maka dari itu, Notaris Pemegang Protokol memiliki hak untuk memperoleh 

perlindungan dari perkumpulan apabila adanya kesalahan mengenai akta dalam protokol Notaris 

yang diterimanya, karena hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa 

Notaris Pemegang Protokol bukanlah sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas akta 

tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 65 UUJN. Berdasarkan hal tersebut maka 

Perkumpulan juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi anggotanya, terutama dalam hal 

tindakan yang tidak dilakukan atau bukan merupakan tindakan anggota yang bersangkutan 

Terdapat upaya perlindungan hukum dalam bentuk preventif dan represif bagi Notaris. 

Upaya perlindungan hukum preventif bagi Notaris yaitu dalam hal pembuatan aktanya, harus 

mengacu kepada ketentuan yang sudah ditentukan didalam UUJN. Sedangkan upaya 

perlindungan hukum represif dalam penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi jalur non litigasi 

dan jalur litigasi. Penyelesaian jalur non litigasi dapat ditempuhdengan cara konsultasi, 

negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli( CintiadewiDkk, 2020). 

Notaris, notaris pengganti, pejabat sementara notaris, maupun pemegang protokol notaris 

juga memiliki hak yang disebut dengan hak ingkar. Hak ingkar merupakan suatu perlindungan 

hukum yang telah diciptakan untuk melindungi Notaris dalam melaksanakan jabatannya. Hak 

ingkar diatur didalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN, dimana dalam Pasal tersebut telah 

menyatakan bahwa Notaris memiliki kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai 

akta yang telah dibuatnya dan juga segala keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta 

sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Dalam hak ingkar 

Notaris tersebut tercantum kewajiban bukan hanya berhak untuk tidak bicara namun mempunyai 

kewajiban untuk tidak bicara. 

Praktiknya apabila yang melakukan kesalahan adalah seorang notaris pemberi  protokol 

baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, Notaris pemegang protokol sama 

sekali tidak memiliki tanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan oleh Notaris pemberi 

protokol. Hal ini disebabkan karena notaris pemegang protokol hanya bertanggung jawab dalam 

hal administrasi protokol, seperti menyimpan protokol, mengeluarkan grosse akta, mengeluarkan 

salinan akta, serta kutipan akta atas protokol yang diberikan kepadanya sebagaimana telah 

dijelaskan dalam Pasal 64 UUJN. Notaris pemegang protokol tidak berkewajiban untuk 

bertanggung jawab dalam bentuk apapun, baik tanggung jawab berupa penggantian kerugian 

maupun pembayaran biaya perkara yang telah diajukan ke Pengadilan. Apabila notaris 
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pemegang protokol dimintai pertanggungjawaban terhadap hal yang bukan menjadi kewajiban 

dan tanggung jawabnya, maka dalam hal ini Majelis Kehormatan serta perkumpulan memiliki 

tanggung jawab untuk melindungi notaris pemegang protocol( Putri, 2022). 

Perlindungan hukum yang dapat diberikan disini berkaitan dengan hak ingkar Notaris 

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN. Apabila Notaris Pemegang 

Protokol dipanggil untuk kepentingan proses peradilan, maka pengadilan harus mendapatkan 

persetujuan dari Majelis Kehormatan. Jika Majelis Kehormatan tidak menyetujui hal tersebut, 

maka Notaris Pemegang Protokol tidak berhak untuk berbicara dalam proses peradilan. Selain 

itu, perkumpulan juga memberikan perlindungan kepada para anggotanya sejauh hal tersebut 

sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan perundang-undangan 

lainnya( Ibid, h.528). 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Pengaturan mengenai protokol notaris milik notaris yang telah meninggal dunia berdasarkan 

Undang-Undang Jabatan Notaris diatur dalam Pasal 35, Pasal 62, Pasal 63 UUJN dan Pasal 39 

Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019. Pada pokoknya menyatakan bahwa ahli waris yang 

telah meninggal dunia wajib memberitahukan kepada MPD paling lama 7 (tujuh) hari, dan dalam 

proses penyerahannya kepada notaris lain paling lama 30 (tiga puluh) hari. Namun penyerahan 

protokol notaris yang meninggal dunia dari ahli waris notaris banyak tidak sesuai dengan jangka 

waktu sebagaimana dalam ketentuan tersebut. Hal tersebut dikarenakan ahli waris tidak 

memberitahukan pelaporan Notaris telah meninggal dunia kepada MPD daerah setempat. 

2. Akibat hukum tidak diserahkannya protokol notaris yang telah meninggal dunia oleh pihak yang 

berkewajiban menyerahkan protokol notaris, menyebabkan grose akta, salinan akta atau kutipan 

akta tidak dapat diberikan, diperlihatkan atau diberitahukan kepada masyarakat yang 

berkepentingan langsung pada akta, ahli waris atau orang yang memperoleh hak, maka 

pembuktian kebenaran akta autentik yang dibuat oleh notaris yang bersangkutan akan 

mengalami kesulitan dalam proses peradilan. 

3. Upaya hukum bagi yang berkepentingan terhadap akibat tidak diserahkannya protokol notaris 

milik notaris yang telah meninggal dunia belum diatur dalam peraturan perundang-undangan 

secara tegas, sehingga upaya upaya yang dapat dilakukan adalah ahli waris dapat digugat melalui 

gugatan perdata dan/atau pidana di pengadilan. Apabila ternyata dokumen yang dimaksud 

terbukti menimbulkan kerugian ataupun terbukti melanggar hukum pidana seperti penggelapan, 

maka pengadilan dapat memberikan sanksi perdata maupun pidana. Selain tuntutan terhadap ahli 

waris maka  Majelis Pengawas Daerah  juga dapat dilibatan dalam proses pengadilan baik 

sebagai tergugat maupun turut tergugat dalam kapasitasnya sebagai pengawas notaris di daerah 

kedudukannya. 

Saran 

1. Pengaturan UUJN telah mengatur mengenai protokol notraris yang telah meninggal dunia dan 

tidak diserahkan ahli waris, maka perlu dilengkapi dengan peraturan tertulis yang mengatur 

adanya  tanggung jawab ahli waris notaris yang tidak menyerahkan protokol notraris  setelah 

notaris meninggal dunia. Hal ini menjadi penting masyarakat juga memiliki dasar hukum untuk 
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meminta pertanggungjawaban atas kerugian yang dialaminya atas tidak diserahkannya  protokol 

notraris milik notaris yang telah meninggal dunia. 

2. Akibat hukum atas tida diserahkannya protokol notraris yang telah meninggal dunia oleh pihak 

yang berkewajiban menyerahkan protokol notraris, maka disarankan agar Majeelis Peengawas 

Daeerah (MPD) Notaris lebih proaktif kareena dalam UUJN maupun pe eraturan peerundang-

undangan lainnya tidak meengatur teentang sanksi yang ditujukan keepada ahli waris notaris apabila 

tidak seegeera meembeeritahukan keepada MPD seeteempat seekaligus meenyeerahkan protokol Notaris 

keepada Notaris peeneerima protokol. 

3. Upaya hukum bagi yang berkepentingan terhadap akibat tidak diserahkannya protokol notaris milik 

notaris yang telah meninggal dunia, maka disaranan perlunya peran lembaga kenotariatan untuk rutin 

mensosialisasikan pentingnya  pengarsipan  protokol notraris. Sosialisasi  juga perlu dilakukan  

kepada keluarga dan pegawai notaris sehingga apabila sewaktu-waktu  Notaris meninggal dunia, 

keluarga atau ahli waris notaris tersebut sasar akan keajiban dan tanggung jawabnya terhadap 

penyerahan protokol notraris  sebagai salah satu  arsip milik negara yang  harus dijaga untuk 

kepentingan masyarakat umum. 
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